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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, wawancara serta pembahasan,
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pemulihan Korban
Tindak Pidana Kekerasan, yaitu melakukan tindakan tertentu
antara lain:

a. Perlindungan sementara.
Perlindungan sementara ini ditujukan bagi anak-anak dalam
situasi darurat maupun setelah dilepaskan dari situasi
tereksploitasi melalui penempatan anak pada rumah aman
atau shelter

b. Rehabilitasi.
Merupakan bentuk pemulihan yang diberikan pada korban
dan keluraga yang mendapat tekanan dari luar. Biasanya
korban kekerasan tersebut dirujuk atau ditempatkan di
shelter atau rumah aman untuk melindungi korban dari
tekanan-tekanan secara fisik maupun psikis.Selain
diberikan fasilitas tersebut bentuk rehabilitasi yang
diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak berupa terapi-

terapi psikologi secara bertahap dan rutin, yang berguna
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untuk memberikan penguatan dan mengembalikan atau
memulihakan kondisi korban seperti semula.

c. Reunifikasi.

Adalah bentuk pemulihan dalam menyatukan kembali anak
dengan keluarga atau lingkungannya.

d. Pelayanan lanjutan untuk memperkuat atau
mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam
situasi atau lingkungan barunya.

2. Proses pemulihan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan

Anak menemukan adanyaa kendala, antara lain :

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang
jumlah anggota di Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri dan
minimnya fasilitas sarana prasarana yang ada untuk mendukung
proses pemulihan seperti Shelter atau rumah aman, serta
tertutupnya anak yang menjadi korban terhadap orang tua dan
lingkungan bahwa telah menjadi korban kekerasan serta kurangnya
kesadaran dari masyarakat dan keluarga akan pentingnya

penanganan kekerasan pada seorang anak.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah :

a. Semua pihak yang terkait dalam hal ini Lembaga Perlindungan
Anak harus benar-benar bekerja keras dalam memberikan
pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak
anak yang harus dilindungi serta pentingnya penanganan terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan seorang anak.

b. Perlunya penambahan anggota di Lembaga Perlindungan Anak itu
sendiri, sehingga penanganan pada kasus-kasus anak tidak
tertunda.

c. Penulis mengharapkan fasilitas dan sarana prasarana yang

mendukung kerjanya Lembaga Perlindungan Anak perlu ditambah.
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